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Abstrak
 

Lebih dari 5,000 kepala keluarga pengungsi Madura korban kerusuhan Sambas di Kalbar ditempatkan di

daerah baru dalam program relokasi. Rancangan dan implementasi program pembangunan didaerah ini perlu

hati-hati agar tidak mengulang kegagalan umum pembangunan selama ini, yakni meningkatnya kemiskinan,

merusak lingkungan hidup, dan menimbulkan kekerasan sosial baru.

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan intervensi program bantuan dan pemulihan

bagi pengungsi Madura di Kalimantan Barat. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah tentang capaian

program pembangunan di kawasan relokasi pengungsi Madura. Metode penelitian ini bersifat riset evaluatif

dengan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Informasi yang diperoleh dari pendekatan

kuantitatif dipakai sebagai informasi awal untuk penggalian lebih mendalain dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian dilakukan ditiga satuan relokasi, yakni Parit Bhakti Suci, Tebang Kacang SP II, dan Parit Haji

AIi. Kesemuanya berlokasi di Kecamatan Sungai Raya.

 

Konsep yang dirujuk dalam penelitian ini adalah model pembangunan transiormatif berkelanjutan yang

diajukan terutama oleh Korten, D (2002, terjemahan) dan Jan Nederveen Pieterse, J.N (2001). Konsep

tersebut dipakai untuk memeriksa apakah kebijakan Pemerintah dan implementasinya untuk membangun

kembali para pengungsi di relokasi sesuai dengan model pembangunan tersebut. Hal ini perlu diamati agar

pembangunan tidak mengarah kepada timbulnya kemiskinan baru dan berpotensi kearah munculnya

kerusuhan baru.

 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana masih sangat terbatas (jalan,

lahan, rumah) dan dengan kualitas kurang baik atau sudah rusak. Sebagian pengungsi yang meninggalkan

rumah di relokasi akibat rendahnya akses terhadap sumber daya (tanah pertanian terbatas, gambut, tanah

dalam sengketa, status belum jelas).

 

Sebaliknya pertambahan penghuni di kawasan relokasi dicirikan oleh tinginya akses terhadap sumber daya.

Dalam jangka pendek, para pengungsi di kawasan relokasi cenderung terhindar dari kemungkinan

munculnya kerusuhan baru karena rendahnya intensitas interaksi dengan masyarakat luar, tetapi

keterbatasan prasarana pembangunan juga membuat kapasitas mereka sangat rendah untuk berpartisipasi

dalam pembangunan. Sebaliknya upaya rekonsiliasi telah banyak diupayakan baik oleh Pemerintah maupun

lembaga-lembaga non Pemerintah. Namun, para pengungsi di relokasi sementara ini tidak berminat untuk

kembali ke tempat asal mereka, melainkan menghendaki bantuan Pemerintah agar mereka dapat menjual

asset fisik yang mereka tinggalkan. Perlu adanya intervensi lebih lanjut untuk issue tersebut.
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Selain Pemerintah, banyak lembaga internasional dan sedikit lembaga swadaya masyarakat (LSM) ambil

bagian dalam pembangunan kembali pengungsi di relokasi sejak awa] penempatan. Program pembinaan

pengungsi dari Pemerintah selesai tahun 2002, sedangkan program lembaga internasional umumnya selesai

pada tahun 2004, kecuali CRS yang bekerja sama dengan LSM lokal melanjutkan dengan program pertanian

berkelanjutan dan peace building.

 

Indikasi pembangunan transformative-berkelanjutan sejauh ini belum muncul. Partisipasi masyarakat baru

muncul sebagai akibat intervensi program sebatas "respons" terhadap intervensi. Program belum mampu

mendorong munculnya inisiatif masyarakat untuk turut mengendalikan kebijakan dan intervensi program

yang terkait dengan upaya perbaikan kehidupan mereka (transformasi sosial). Ini dapat dimaklumi karena

kapasitas mereka masih sangat terbatas, perlu ada pemberdayaan dengan membangun prasarana dan ruang

inisiatif lebih luas, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pengungsi.

 

Direkomendasikan bahwa dalam jangka pendek, Pemerintah dan pihak lain tidak mendorong terjadinya

pemulangan kembali pengungsi ke tempat asal, melainkan terus melanjutkan untuk membangun prasarana

dan sarana (transportasi, perbaikan rumah), legalitas tanah, dan membangun kapasitas (kemampuan) para

pengungsi dalam konteks peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta ruang untuk berinisiatif dan

ambil bagian dalam pembangunan. Untuk jangka waktu menengah Pemerintah dan agen pembangunan lain

direkomendasikan untuk mendorong upaya rekonsiliasi dikalangan tokoh masyarakat terkait, serta dalam

jangka panjang perlu diupayakan repatriasi para pengungsi Madura.


